




2.1. Landasan Teori 
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan 
hubungan antara agen dan prinsipal. Teori agensi muncul ketika ada dua 
pihak yang saling berhubungan dan saling terikat, dimana salah satu pihak 
(prinsipal) mempekerjakan pihak yang lain (agen) untuk melaksanakan 
sejumlah jasa. Dalam mempekerjakan agen, pihak prinsipal mendelegasikan 
sejumlah wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen. Hubungan 
keagenan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan ketika terjadi asimetri 
informasi, yaitu keadaan dimana agen memiliki lebih banyak informasi dari 
pada prinsipal. Oleh karena itu sebagai pengelola, agen memiliki kewajiban 
untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik 
(Ujiyantho, 2007). Bila diasumsikan bahwa individu bertindak untuk tujuan 
memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka agen akan cenderung 
menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. 
Ujiyantho (2007) juga mengungkapkan Asimetri informasi yang terjadi antara 
agent dengan principal memberikan kesempatan kepada agen untuk bertindak 
oportunis, yaitu bertindak demi memperoleh keuntungan pribadi. 
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan dimana agen 
dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang 
memiliki hubungan istimewa. Pihak yang memiliki hubungan istimewa 
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adalah pihak yang memiliki kendali atas pihak lain atau pihak yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan (PSAK No. 7 Tahun 2010). Menurut 
Jensen dan Meckling (1976), transaksi antara pihak yang memiliki hubungan 
istimewa dilihat sebagai transaksi yang opportunis dan dapat menyebabkan 
gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi dimana hai ini konsisten 
dengan teori agensi. Transaksi antar pihak yang berhubungan istimewa 
disebut dengan transfer pricing yang digunakan untuk tujuan memaksimalkan 
laba perusahaan. Apabila agen memanfaatkan asimetri informasi untuk 
mengelabuhi prinsipal dan memaksimalkan kepentingan pribadi melalui 
transfer pricing, maka terdapat kemungkinan bahwa agen melakukan transfer 
pricing melalui manipulasi untuk meminimalkan pajak atau transaksi dengan 
harga yang tidak wajar. Penelitian ini akan meneliti mengenai ada tidaknya 
pengaruh usaha perusahaaan untuk meminimalkan pembayaran pajak serta 
variabel lain terhadap keputusan transfer pricing. 
Ada dua alasan yang dapat mengarah pada terjadinya divergensi antara 
kepentingan diri sendiri dengan perilaku yang kooperatif yaitu :  
a. Seleksi yang Merugikan (Adverse Selection)  
Seleksi yang merugikan sebagai suatu masalah informasi, timbul 
ketika agen menggunakan informasi khusus yang tidak dapat diverifikasi 
oleh prinsipal untuk mengimplementasikan dengan sukses suatu aturan 
input-tindakan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh prinsipal, dan 
karenanya menyebabkan principal tidak mampu menentukan apakah si 
agen telah membuat pilihan yang tepat.  
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b. Risiko Moral (Moral Hazard)  
Risiko moral sebagai suatu masalah informasi ex-post, timbul 
ketika terdapat masalah motivasional dan konflik sebagai akibat dari 
mendasarkan kontrak kesepakatan pada perilaku pengganti yang tidak 
sempurna, dalam hal ini agen tidak tidak melaksanakan hal-hal yang telah 
disepakati dalam kontrak kerja. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dsimpulkan bahwa teori 
keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang 
saling terkait antara pihak agen (manajemen) dan prinsipal (investor) 
dimana pihak agen (manajemen) merupakan pihak yang menjalankan 
perusahaan dengan mengharapkan gaji, bonus, serta tunjangan lain yang 
bersumber dari laba serta aktivitas operasi perusahaan, sementara pihak 
prinsipal (investor) merupakan pihak yang menannamkan uang atau 
modalnya kedalam perusahaan dengan pengharapan mendapatkan imbalan 




Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 
dalam mardiasmo (2016) yaitu :  
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 





   Definisi pajak menurut Waluyo (2011:5) yaitu:   
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara 
umum) tanpa adanya kontrasepsi dan semata-mata digunakan untuk 
menutup pengeluaranpengeluaran.”   
 
     Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014):  
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontrasepsi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”   
 
Definisi pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu;  
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut pendapat ahli bahwa 
pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontrubusi 
wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk 
pengeluaran pengeluaran negara dan membangun nasional.  
 
2.1.2.2 Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo 
(2011) yaitu sebagai berikut:  
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1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.  
2. Fungsi Mengatur (Regular)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di  bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian 
pula terhadap barang mewah.   
 
2.1.2.3 Jenis Pajak 
Menurut Waluyo (2011) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
kelompok, adalah sebagai berikut:  
1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.  
a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 
Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.  
b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Menurut sifat  
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 
pembagiannya  berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.  
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a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada  
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.  
b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :  
a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang  
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.  
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak 
reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. 
 
2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak 
Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011) 
sebagai berikut:  
1. Asas Tempat Tinggal  
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh 
penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan 
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yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari 
luar negeri.  
2. Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini 
diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia untuk membayar pajak.  
3. Asas Sumber  
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan 
yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan 
demikian, Wajib  Pajak   menerima  atau   memperoleh  penghasilan  dari   
Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat 
tinggal Wajib Pajak.   
 
2.1.2.5 Cara Pemungutan Pajak 
Menurut Waluyo (2011) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak 
dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:  
1. Stelsel nyata (rill stelsel)  
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang  nyata, 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, 
kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 
(setelah penghasilan riil diketahui).  
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2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)  
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 
Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, 
tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.  
3. Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 
keadaan yang sebenarnya. “Apabila besarnya pajak menurut kenyataan 
lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus 
menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, 
maka kelebihannya dapat diminta kembali”. 
2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh 
Waluyo (2011) sebagai berikut:  
1. Sistem Official Assessment  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:  
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus.  
b. Wajib Pajak bersifat pasif.  
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus.   
2. Sistem Self Assessment  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  Wajib  Pajak  untuk   menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar.  
3. Sistem Withholding  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.   
 
2.1.3 Beban Pajak 
Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud 
dengan pajak adalah:  
 “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat”.  
 
 Judisseno (2005), mendefinisikan :  
“pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran 
aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai 
berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang 
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pelaksanaanya di atur dalam Undang – Undang dan peraturan – peraturan 
untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara”.  
 
 Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa:  
“pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang 
(yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung 
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
(Agoes, 2013).  
 
 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan 
umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak 
mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 
1. Fungsi anggaran (budgetair)  
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin 
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak 
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, 
pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang 
dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 
dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun 
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harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang 
semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.  
2. Fungsi mengatur (regulerend)  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring 
penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan 
berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi 
produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 
untuk produk luar negeri.  
3. Fungsi stabilitas  
 Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 
sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain 
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 
penggunaan pajak yang efektif dan efisien.  
4. Fungsi redistribusi pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peraturan 
pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa: 
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a. Transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan 
prinsip kewajaran (arm’s length principle)  
b. Metodologi transfer pricing yang digunakan oleh wajib pajak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang 
tidak dipengaruhi hubungan istimewa.  
c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah 
membayar pajak sesusai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi.  
d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman 
usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak 
yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang 
memadai untuk membuktikan bahwa transfer pricing yang dilakukan 
telah sesuai dengan arm’s length principle (membuat TP 
Documentation).  
 Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, 
maka dengan adanya transfer pricing yang dapat merugikan negara 
secara otomatis akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak. Hal 
tersebut dapat berdampak pula terhadap pembangunan maupun 
kesejahteraan juga. 
 
2.1.4 Exchange Rate 
2.1.4.1 Definisi 
Menurut (Hanafi: 2010 dalam Mulyani : 2014) mengatakan bahwa harga 
suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya (kurs) sangat tergantung dari 
kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) mata uang tersebut. 
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Sartono (2001) dalam Suciati dan Machfoedz (2002) mengatakan bahwa 
pengertian nilai tukar mata uang menurut FASB adalah rasio antara suatu unit 
mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. 
Perbedaan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal penting untuk dipahami 
karena keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap risiko nilai tukar. 
Perubahan nilai tukar nominal akan diikuti oleh perubahan harga yang sama yang 
menjadikan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi persaingan 
relatif antara perusahaan domestik dengan pesaing luar negerinya dan tidak ada 
pengaruh terhadap aliran kas. Sedangkan perubahan nilai tukar riil akan 
menyebabkan perubahan harga relatif (yaitu perubahan perbandingan antara harga 
barang domestik dengan harga barang luar negeri). Dengan demikian perubahan 
tersebut mempengaruhi daya saing barang domestik.  
 
2.1.4.2 Fungsi Nilai Tukar 
Menurut Goeltom dan Zulverdi (1998) penentuan sistem nilai tukar 
merupakan suatu hal penting bagi perekonomian suatu negara karena hal 
tersebut merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi perekonomian suatu negara dari 
gejolak perekonomian global. Pada dasarnya kebijakan nilai tukar yang 
ditetapkan suatu negara mempunyai beberapa fungsi utama yaitu :  
1)  Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dengan sasaran akhir 
menjaga kecukupan cadangan devisa.  
2)   Menjaga kestabilan pasar domestik.  
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3)  Sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku 
bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.  
Selain itu, menurut Kewal (2012) mengatakan bahwa nilai tukar atau 
disebut juga kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta 
asing, dikenal ada empat jenis, yaitu:  
1. Selling rate (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk 
penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.  
2. Middle rate (kurs tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli 
valuta asing terhadap mata uang nasional, yang ditetapkan oleh Bank 
Central pada suatu saat tertentu.  
3. Buying rate (kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk 
pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 
4. Flat rate (kurs flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank 
notes dan traveler chaque, di mana dalam kurs tersebut telah 
diperhitungkan promosi dan biaya lain-lain. 
 
2.1.5 Good Corporate Governnce (GCG) 
Menurut Cadbury dalam sutedi, (2012) definisi dari Good Corporate 
Governnce (GCG) adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 
tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. 
Prinsip-prinsip dalam good corporate governance menurut sutedi 
adalah : 
1. Transparency (Keterbukaan Informasi) 
2. Accountability (Dapat dipertanggungjawabkan) 
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3. Fairness (Kejujuran) 
4. Sustainability (Kesinambungan) 
Pelaku dari good corporate governance yang digunakan dalam  
penelitian ini adalah kualitas audit. Pemilihan kualitas audit didasarkan pada 
pertimbangan dimana kualitas audit didasarkan pada pertimbangan dimana 
kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada didalam good corporate 
governance yaitu, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas. 
 
2.1.5.1 Kualitas Audit 
 Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 
mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 
lalu melaporkannya dalam mlaporan keuangan auditan (Fadhillah:2014). 
 Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaanya 
adalah transparasi yang merupakan salah satu unsur good corporate 
governance, transparasi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan 
melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada dasar modal dan pertemuan 
pemegang saham. Peningkatan transparasi terhadap pemegang saham dalam 
hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. Karena asumsi adanya 
implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mangambil 
posisi agresif dalam hal pajak akan mencegah tindakan tersebut jika mereka 
tahu sebelumnya (Sartotri 2010 dalam Fitri dan Tridahus:2015). 
 Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya 
lebih berkulitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang di audit oleh 
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KAP The Big Four (PriceWaterhouse Cooper – PWC, Deloitte Touche 
Tohmatsu, KPMG, Ernest & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang 
lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh KAP non The 
Big Four (Annisa dan Kurniasih:2012). 
 
2.1.6 Mekanisme Bonus 
Menurut Suryatiningsih et al., 2009 dalam Winda Hartati dkk, 2015), 
mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang 
diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS 
kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Purwanti 
(2008) menegaskan bahwa skema bonus berdasarkan laba merupakan cara 
yang paling populer dalam memberikan penghargaan kepada eksekutif 
perusahaan, maka adalah logis bila manajer yang remunerasinya didasarkan 
pada tingkat laba akan memanipulasi laba untuk memaksimalkan 
remunerasinya serta hal tersebut menyangkut pula kesejahteraan para eksekutif 
di internal perusahaan. Ada dua jenis dasar rencana kompensasi untuk 
memberikan reward pada kinerja manajer yang diukur oleh angka-angka 
akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana kinerja. Pemisahan kinerja 
merupakan faktor yang memotivasi rencana kompensasi berbasis laba 
akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk 
memaksimalkan nilai perusahaan. Indek kinerja dalam kalkulasi bonus harus 
dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh 
karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer 
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tertentu terhadap nilai perusahan, semakin cenderung rencana bonus berbasis 
laba digunakan untuk memberikan reward pada manajer (Gayatrie, 2014).  
Menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan 
bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer 
untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. 
Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan 
yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris 
informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba 
secara oportunis, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan 
pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor (Kane dkk., 2005 
dalam Wafiroh dan Hapsari, 2015). 
 
2.1.7 Transfer Pricing 
Menurut buku pintar transfer pricing untuk kepentingan pajak dalam 
Anang Mury Kurniawan (2015) transfer pricing atau penentuan harga transfer 
secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga 
suatu transaksi antara pihak–pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 
Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang 
netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing gsering kali di artikan 
sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau 
laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, transfer pricing 
dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (tax avoidance) apabila penentuan 
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harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa 
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (mispricing). 
Definisi Transfer Pricing menurut Astuti, (2008: 12). 
“Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, 
dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang 
berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai 
negara.” 
  
Sedangkan menurut Jerry M. Rosenburg  dalam Imam Santoso (2004) 
mengatakan bahwa transfer pricing  adalah “the pricve charged by one segmen 
of an product or service it supplies to another part of the same firm”. 
Rosenburg dalam hal ini mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang 
ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau 
jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama. 
Berdasarkan definisi transfer pricing diatas, dapat disimpulkan bahwa 
transfer pricing adalah suatu skema atau metode yang dapat dijadikan pilihan 
oleh suatu puihak organisasi untuk menentukan serta mengalokasikan laba 
antar organisasi yang bersangkutan atau harga, perusahaan yang mempunyai 
hubungan istimewa dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau 
induk perusahaan. 
2.1.7.1 Tujuan Transfer Pricing 
Tujuan penetapan transfer pricing sebagai berikut: “Secara umum, 
tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan 
di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu 
mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain” (Henry 
Simamora, 1999 dalam Mangoting, 2000).   
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Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk 
mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi 
pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan 
secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, 
transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka 
keluarkan di seluruh dunia: “Transfer pricing can effect overall corporate 
income taxes. This is particulary true for multinational corporations” (Hansen 
dan Mowen, 1996 dalam Desriana, 2012). 
2.1.7.2 Transaksi Transfer Pricing 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 
Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi 
Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 
dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang 
mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri 
atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini 
hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan 
tarif pajak yang disebabkan antara lain:   
1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor 
usaha tertentu;   
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau   
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama Migas.    
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2.1.7.3 Hubungan Istimewa 
Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap  
ada apabila (Barata, 2011):   
1. Wajib pajak memepunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung 
paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak 
dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; 
atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. 
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan 
yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau 
lebih secara langsung ataupun tidak langsung.   
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib 
pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak 
langsung. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih 
perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama. Demikian juga 
hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan 
yang sama tersebut.  Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga 
terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi 
walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.   
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 
keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad. Yang dimaksud dengan 
“hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” 
adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang 
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dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu 
derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga 
semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.    
2.1.7.4 Pihak-pihak Berelasi (Related Party Transaction/RPT) 
Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai 
hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi 
yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-
Pihak Berelasi . Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-
pihak berelasi didefinisikan sebagai: “Orang atau entitas yang terkait dengan 
entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini 
dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:   
1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika 
orang tersebut:   
a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;   
b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau   
c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas 
pelapor.   
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal 
berikut:   
a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang 
sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya 
terkait dengan entitas lain).   
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b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas 
lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan 
anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah 
anggotanya).   
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang 
sama.   
3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal 
berikut:  
a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang 
lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.   
b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan 
kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan 
entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang 
menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait 
dengan entitas pelapor.   
c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang 
diidentifikasi dalam butir (a).   
d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau 
entitas induk dari entitas).”   
2.1.7.5 Penentuan Transfer Pricing 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 
Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi 
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Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 
terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (transfer pricing) 
yang dapat dilakukan, yaitu:   
1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable 
uncontrolled price/CUP).   
Metode perbandingan harga antara pihak yang independen 
(comparable uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode 
penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga 
dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara 
pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau 
keadaan yang sebanding.   
2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM).   
Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat 
metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan 
dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan 
antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual 
kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang 
mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk 
tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau 
penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.   
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3. Metode biayaplus (cost plus method/CPM).   
Metode biaya plus (cost plus method) atau metode CPM adalah 
metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan 
tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi 
dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba 
kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan 
pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok 
penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.   
4. Metode pembagian laba (profit split method/PSM).   
Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah 
metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (transactional 
profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas 
transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat 
diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang 
selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-
pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.   
5.  Metode laba bersih transaksional (transactional net margin 
method/TNMM).   
Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) 
atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang 
dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap 
biaya, terhada penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas 
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transaksi antara pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan 
persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding 
dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau 
persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang 
dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.    
2.1.7.6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Mengenai Transfer Pricing 
Untuk menyikapi isu-isu mengenai transfer pricing, pada awalnya 
pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha 
Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai 
Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi 
multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu 
tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011 
mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam 
transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa”. Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di 
beberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran 
dan kelaziman usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan, 
dan metode transfer pricing. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi 
pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan 




2.2 Pandangan Islam Tentang Pajak 
Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang 
ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan 
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 
merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain 
yang ingin dicapai oleh Negara. Pada masa Rasullullah SAW, dan 
kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara 
dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (fay’), 
harta wakaf, barang temuan (luqatah), dan dari kekayaan alam. 
Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), 
kharaj (pajak tanah), dan „ushur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan 
impor). 
Pertama, jizyah (pajak kepala). Jizyah adalah imbalan yang dipungut 
dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan 
atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. 
Pemungutan jizyah disyaratkan dalam surat At-taubah ayat 29 : 
                              
                       
                            
              
          
        
           
                                                              
     
             
                    
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. 
dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak 
mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. dan 
Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 
Allah SWT.), (yaitu orang-orang yang di berikan al-Kitab kepada 
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mereka, sampai mereka membayar jizyah) dengan patuh sedang 
mereka dalam keadaan tunduk.” 
 
Transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing dilakukan dengan cara 
mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara 
bertarif pajak rendah (tax-haven country). Cara mengalihkan keuntungan di 
antaranya dengan merekayasa harga penjulan dan atau harga pembelian 
menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. 
Ulama telah mengemukakan bahwa al-si’r terjadi karena adanya 
permintaan dan penawaran (demand dan supply). Dimana harga pasar terjadi 
secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena 
Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri 
yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan 
permintaan. 52 Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika 
kondisi pasar berjalan sesuai aturan, karena masalah harga merupakan 
masalah yang invisible, dan hanya Allah lah yang berwenang menetapkan 
harga. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik r.a:  
“….Sesungguhnya Allah SWTlah yang (berhak) menetapkan harga dan 
menahannya, melapangkan dan memberi rezeki…”.53 (HR. Abu Dawud). 
Pada transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing, terjadi permainan 
harga antara perusahaan terafiliasi, di mana harga yang berlaku di antara 
mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang 
sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang 
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perusahaannya yang berada di tax-haven country, sehingga pajak yang 
dibayar menjadi kecil. 
Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui 
permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang zalim, karena dengan 
mematok harga berarti telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para 
pedagang. 
Transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing dalam menaik- turunkan 
harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) 
tergolong perbuatan zalim, karena telah merugikan pemerintah. Di mana 
pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya 
kecil. 
Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga transfer (Advance 
Pricing Agreement) di antara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan 
tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui transfer pricing. Harga transfer 
yang dterapkan pemerintah merujuk pada harga wajar, yaitu harga yang 
terjadi di antara pihak-pihak independen. Tujuannya untuk mengurangi 
praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar 
pajak sesuai dengan kewajibannya. Tindakan pemerintah menetapkan harga 
transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang zalim, tetapi termasuk al-
tas’r al-jabari karena memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang 






2.3 Penelitian Terdahulu 
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian terdahulu mengenai topik 
yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam table 2.1 
Tabel 2.1 
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 
No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 
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4. Aviandika Heru 
Pramana (2014) 
Pengaruh pajak, bonus 
plan, tunneling 
































































































No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 
indonesia (Y) terhadap 
keputusan 
Transfer Pricing 















































































9. Yusfiana Nuril 
Indriaswari (2017) 
Pengaruh pajak, 
tunneling incentive dan 
mekanisme bonus 
terhadap keputusan 
transfer pricing pada 
perusahaan manufaktur 
























Sumber : Data Olahan Penulis (2018) 
2.4  Kerangka Penelitian 
Berdasarkan uraian teori diatas dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu 
maka dapat didefinisikan bahwa variabel independent dalam penelitian  ini adalah 
Beban Pajak (X1), exchange rate (X2), kualitas audit (X3) dan mekanisme bonus 
(X4) yang diperkirakan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 
transfer pricing (Y). secara ringkas, kerangka Konseptual yang menjelaskan 
pengaruh Beban Pajak, exchange rate, kualitas audit dan mekanisme bonus 
terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing dapat dilihat pada 













Skema Kerangka Penelitian 
 
                                                            H1(+) 
 
                                                            H2(+) 
                                                            H3(+)    
                                                                                                                                                              
                                                            H4(+)      
                                                           
           Sumber : Data O\ 
 
 
      Data Olahan Penulis (2018) 
      Keterangan : 
                                     : Pengaruh Parsial 
    : Pengaruh Simultan  
                                         
2.5.  Rumusan Hipotesis  
Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permaslahan 
dan tujuan yang ada dapat di uraikan sebagai berikut : 
2.5.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan 
Transfer Pricing 
Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan 













mereka. Kemudian menurut Yani dalam (Hartati, 2014), motivasi pajak dalam 
transfer pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara 
sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak 
terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau 
divisi perusahaan yang beroperasi. Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan bahwa 
pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer 
pricing. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan 
transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam 
praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai 
beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut 
guna mengoptimalkan laba. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
H1: Beban pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer   
pricing. 
2.5.2 Pengaruh Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan 
Transfer Pricing 
 Exchange rate atau nilai tukar mata uang yang sering disebut kurs adalah 
harga satu unit  nilai mata uang asing dalam mata uang dosmetik atau dapat juga 
dikatakan harga mata uang dosmetik terhadap mata uang asing. (Bank Indonesia, 
2004). Exchange rate memiliki dua efek akuntansi yaitu untuk memasukkan 
transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan perusahaan secara 
keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk 
mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan mamindahkan dana ke mata 
 47 
uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan 
perusahaan secara keseluruhan. (Chan et., al 2004), sehingga semakin tinggi 
keinginan untuk memaksimalkan manfaat nilai tukar rupiah maka semakin besar 
praktik transfer pricing. 
 Hal ini didukung dalam penelitian Chan, Landri dan Jalbert, (2004) 
menunjukkan bahwa exchange rate berpengaruh positif signifikan terhadap 
transfer pricing. Hal ini tidak didukung dalam penelitian Marfuah dan Azizah 
(2014) hal ini karena exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 
Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H2: Exchange rate berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan    
transfer pricing 
2.5.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan 
Transfer Pricing 
Terhadap indikasi melakukan Transfer pricing salah satu komponen dari 
Good Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 
audit. Kualitas audit dapat di artikan sebagai bagus atau tidaknya suatu 
pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. (F et al., 2016). Transparansi 
merupakan suatu prinsip penting dalam GCG. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan cara melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal 
dan RUPS. Kualitas audit didasarkan pada pertimbangan dimana mencakup 
beberapa unsur yang ada di dalam good corporate governance yaitu, keterbukaan, 
kejujuran dan akuntabilitas (Rosa et al., 2017). 
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Apabila suatu perusahaan di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The 
Big Four Ten maka akan semakin  sulit melakukan kebijakan pajak agresif (F et 
al., 2016). Semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan 
cenderung akan semakin transparasi dalam melaporkan hal mengenai pajak 
sehingga praktik transfer pricing dalam perusahaan akan semakin kecil. Hal ini 
tidak didukung dalam penenlitian penelitian Rosa, Andini dan Raharjo (2017) 
menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap transfer pricing. 
Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
H3: Kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 
transfer pricing. 
2.5.4 Pengaruh Mekanisme Bonus (Bonus Plan) terhadap Keputusan 
Perusahaan Melakukan Transfer Pricing 
 Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang 
diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang 
ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara 
yang paling sering digunakan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau 
manajer (Refgia, 2017) 
Saat ini lebih dari 60% perusahaan di dunia merupakan perusahaan yang 
berskala multinasional dan mengunakan transfer pricing dalam kegiatannya 
(Indah Dewi Nurhayati, 2013). Dalam hal ini sebagian perusahaan memberikan 
gambaran kepada pihak manajemen memliki potensi untuk memanipulasi pilihan 
metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan jumlah 
keuntungan yang mereka dapat. Sedangkan keputusan mengenai transfer pricing 
dalam suatu organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kompensasi 
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insentif yang diterima pihak manajemen khususnya perdivisi, sehingga hal ini 
menimbulkan konflik antar divisi yang dikonsolidasikan dengan baik (Yoon dan 
Theodore 1998).  
Menurut Ayu, Surya, dan Sujana (2017) pemilik biasanya mengunakan 
sistem pemberian bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba 
yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi. Sebagian perusahaan 
mengunakan bonus plan hypothesis dimana manajer perusahaan pada dasarnya 
menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu caranya dengan 
mengubah laba yang dilaporkan. Untuk memaksimalkan laba periode kini, maka 
manajer harus menyesuaikan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan apabila 
ada rencana pemberian bonus oleh pemilik. Jika bonus yang diterima oleh 
manajer didasarkan atas pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan maka 
logis bila manajer melaporkan laba bersih yang tinggi. Apabila komite pengawas 
tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih, maka manajer leluasa memilih 
metode akuntansi yang memaksimalkan laba yang dilaporkan dengan melakukan 
praktek transfer pricing.  
Semakin tinggi laba perusahaan yang ingin dicapai untuk memaksimalkan 
bonus maka semakin tinggi pula praktek transfer pricing yang dilakukan untuk 
mendapatkan laba yang besar (Hartati et., al 2015). Hal ini menunjukkan bahwa 
mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. 
Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
H4: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 
transfer pricing 
